,v\/ ,;,/

PR!VE

Jurn-l m tansi rhn l@ungnn

Prive;VVolume 6, Nomor 2, September 2023
http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive
Online ISSN 2615-7314

Printed ISSN 2615-7306

BUMN Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai:
Studi Kasus PT. Hutama Karya (PERSERO)

Jeffits Khusnu Alif!
Fitrawansah?
Evi Harviani®
Aam Azatil Isma*
Sri Aisyah Yope®
Universitas Muhammadiyah Sinjait>3*5
jeffits.muhammadiyah.sinjai@gmail.com

Abstract

Value Added Tax (PPN) is a type of tax that is levied directly by the government through State-Owned Enterprises
(BUMN) as an intermediary for state business activities, in accordance with Minister of Finance Regulation No.
37/PMK. 03/2015, PT. Hutama Karya (Persero), which is a state-owned company in the field of construction
services, is also a VAT collector for WaPu as well as a VAT taxpayer. This study uses an interpretive qualitative
approach with a case study method, because it aims to find out the problems contained in the collection of VAT
in SOEs in the field of construction services, especially PT. Hutama Karya (Persero). There are three problems
in the Indonesian tax system, namely; The first is that there is no clarity on the rights or incentives obtained by
SOEs, the second problem is, the process of restitution or refund of VAT overpayments which takes a long time,
and the third problem is the tax fines that arise when SOEs are late in depositing VAT to the state.
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Abstrak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang sifatnya dipungut langsung oleh
pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perantara kegiatan usaha negara, sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK. 03/2015, tidak terkecuali PT. Hutama Karya (Persero) yang
merupakan perusahaan BUMN dibidang jasa konstruksi juga menjadi pemungut PPN WaPu sekaligus Wajib
Pajak PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif intepretif dengan metode studi kasus, karena
bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pemungutan PPN di BUMN bidang jasa
konstruksi, terutama PT. Hutama Karya (Persero). Terdapat tiga permasalahan pada sistem perpajakan Indonesia,
yaitu; Pertama adalah tidak ada kejelasan hak atau insentif yang didapatkan oleh BUMN, permasalahan kedua
adalah, proses restitusi atau pengembalian atas lebih bayar PPN yang memakan waktu lama, dan permasalahan
ketiga adalah denda pajak yang timbul ketika BUMN terlambat menyetorkan PPN kepada negara.
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LATAR BELAKANG

Mayoritas negara di dunia mengenakan pungutan pajak kepada warganya, hanya sebagian kecil
negara yang memutuskan untuk menjadikan sumber daya alam negara mereka dijadikan sebagai sumber
penerimaan utama negara, dan tidak pajak sebagai pendapatan utama negara (Pandiangan, 2008). Apa
yang membuat pajak begitu penting bagi negara? pentingnya pajak di suatu negara dipengaruhi oleh
fenomena sosial politik, kekuatan ekonomi, atau lemahnya penerimaan negara (Soest, 2007; Zee &
Tanzi, 2000). Indonesia adalah salah satu negara berkembang menjadikan pajak sebagai penerimaan
terbesar, Menteri keuangan Negara Indonesia Sri Mulyani menyebutkan bahwa salah satu komponen
penting di dalam pendapatan (APBN) adalah pajak dan merupakan tulang punggung nasional. Menurut
Undang - Undang Ketentuan Umum Perpajakan pajak merupakan kontrbusi wajib kepada negara yang
terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar — besarnya
kemakmuran rakyat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000).
Perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar dua jenis pajak, yang dapat
dikategorikan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang sifatnya dipungut
langsung oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perantara kegiatan
usaha negara. Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK. 03/2015 menegaskan bahwa Badan Usaha
Tertentu ditunjuk Untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata
Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya memiliki pengaruh tersendiri kepada beberapa
perusahaan yang ditunjuk sebagai wajib Pungut (WaPu). Kewajiban BUMN sebagai pemungut PPN
sudah ditetapkan pada tahun 2012 melalui PMK Nomor PMK Nomor 136/PMK.03/2012, yang kembali
diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012. PMK Nomor 136/PMK.03/2012
menyebutkan bahwa tujuan penetapan BUMN sebagai pemungut PPN adalah, untuk lebih memudahkan
pemungutan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) oleh PKP rekanan kepada
BUMN. Ditunjuknya BUMN menjadi pemungut pajak oleh undang-undang, adalah dengan tujuan
mengamankan kas negara dengan mempercepat terealisasinya penerimaan negara (Convery &
Kaufman, 2021; Piracha & Moore, 2016).

Perusahaan BUMN merupakan nasionalisasi atas perusahaan — perusahaan belanda pasca
kemerdekan Republik Indonesia tahun 1945. Perekonomian Indonesia yang masih lemah pasca
kemerdekaan, membuat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moch Hatta mendirikan perusahaan
BUMN dengan menasionalisasi perusahaan — perusahaan Belanda yang masih beroperasi untuk
mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. UUD 1945 menjadi dasar dalam pendirian
perusahaan BUMN, hal ini tertuang dalam pasal 33 ayat 2 Undang Undang Dasar Tahun 1945
menyatakan, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara (Sokolinskaya, 2015). Kinerja BUMN memiliki pengaruh besar kepada
pemerintahan selaku pemegang saham dalam perusahaan tersebut, yang berambisi menyelenggarakan
demokrasi, kebebasan, persamaan hak, kesejahteraan publik, dan peningkatan sosial ekonomi (Lee et
al., 2014). Citra perusahaan BUMN turut memiliki andil dalam perekonomian Negara sebagai ujung
tombak pembangunan negara (Tang et al., 2021), termasuk indonesia. BUMN memiliki andil dalam
pendapatan Negara yang berasal dari pajak dengan bentuk BUMN sebagai Pemungut PPN yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK. 03/2015. Akan tetapi, efektifitas bumn
sebagai pemungut pajak bergantung pada kekuatan politik dan ekonomi perusahaan (Prichard & van
den Boogaard, 2017).

PT. Hutama Karya (Persero) yang merupakan perusahaan BUMN dibidang jasa konstruksi juga
menjadi pemungut PPN WaPu sekaligus Wajib Pajak PPN. PPN atas kegiatan usaha jasa yang
dilakukan PT. Hutama Karya (Persero) dipungut secara langsung oleh tiga pihak, pihak-pihak tersebut
adalah Bendaharawan Pemerintah, pemilik proyek — proyek konstruksi dengan anggaran yang berasal
dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah. Hutama
Karya (Persero) menanggung risiko lebih bayar PPN, karena pencatatan PPN yang dilakukan oleh PT.
Hutama Karya (Persero) lebih besar. Risiko tersebut muncul karena PPN atas kegiatan jasa konstruksi
yang dipungut langsung oleh Bendaharawan Pemerintah, tidak dapat disandingkan dengan PPN atas
pembelian yang telah dipungut kepada rekanan bisnis yang harus disetorkan setiap bulannya kepada
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negara oleh Pemungut PPN. PPN ialah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added)

yang timbul akibat adanya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,

menghasilkan menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada

konsumen (Rahayu & Suhayati, 2010). Sebagian besar negara di dunia memiliki PPN, dan bagi banyak

negara berkembang, ini merupakan sumber pendapatan pajak terbesar (Pomeranz, 2015). Indonesia

sebagai salah satu negara berkembang juga menjadi PPN sebagai objek pajak bagi para wajib pajak dan
menjadikan PPN sebagai andalan pemerintah dalam penerimaan pajak (Pra/E-1, 2019).

PT. Hutama Karya (Persero) harus melalui proses restitusi untuk pengembalian lebih bayar PPN
yang saldonya telah tercatat lebih bayar kepada negara, sehingga dapat menyebabkan posisi arus
keuangan perusahaan bermasalah. Permasalahan yang terjadi kepada PT. Hutama Karya (Persero)
sebagai pemungut pajak disebabkan oleh peraturan perpajakan dibuat pemerintah untuk dijalankan alat
negara mengesampingkan hasil penelitian ilmiah yang ada (Maynard-Moody & Musheno, 2012).
Ketika PT. Hutama Karya (Persero) mengajukan permitaan pengembalian atas saldo pajak yang lebih
bayar, maka Direktorat Jenderal Pajak yang harus meneliti kebenaran proses pemberian restitusi
tersebut sehingga menyita waktu dan tenaga pegawai pemerintah yang harus memberikan pelayanan
dalam proses pengembalian kelebihan pajak. Ditunjuknya BUMN menjadi pemungut pajak oleh
pemerintah menimbulkan konflik kepentingan agar fokus mencari keuntungan financial atau sosial
(Denis etal., 2015; Ebrahim et al., 2014), dan menimbulkan permasalahan ketika pajak yang disetorkan
mengalami lebih bayar, yang disebabkan oleh penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena
Pajak (JKP) kepada pemungut PPN oleh pengusaha kena pajak (Rahayu & Suhayati, 2010).

Pajak di Indonesia diterapkan melalui sistem Withholding Tax, dimana terdapat konsep
pemotongan dan pemungutan pajak. Withholding Tax merupakan sistem perpajakan dimana negara
mengutus perusahaan atau perorangan tertentu untuk memotong pendapatan milik wajib pajak,
kemudian melaporkan potongan pendapatan tersebut kepada pemerintah dalam bentuk laporan
perpajakan (Dusek & Bagchi, 2018). Pemotongan pajak terkait pajak penghasilan di antaranya Pasal
21, Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sebagaimana yang diatur dalam Undang
— Undang Ketentuan Umum Perpajakan RUU KUP Tahun 2013, sedangkan pemungutan pajak terkait
pajak penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. BUMN ditunjuk sebagai pemungut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan untuk menjaga pendapatan Negara yang berasal dari pajak
sejalan dengan fungsi Withholding Tax yang memiliki tujuan untuk mengamankan penerimaan atau
pendapatan negara (Misra & Suwardi, 2016; Slemrod & Gillitzer, 2013). Sistem Withholding Tax
membuat sistem perpajakan menjadi lebih efisien, sangat cepat, dan berkelanjutan, sehingga menjadi
salah satu sistem perpajakan yang banyak diterapkan di negara-negara lainnya (Dusek & Bagchi, 2018).
Peningkatan kepatuhan wajib juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan BUMN
sebagai pemungut dengan untuk mempermudah administrasi perpajakan lawan transaksi yang telah
ditanggung perusahaan BUMN sehingga dapat lebih patuh dalam pelaporan perpajakan (Darmayasa et
al., 2017).

Sistem Withholding Tax membuat wajib pajak kesulitan untuk melakukan pentgindaran pajak
karena beban pajak ditarik secara langsung ketika terjadi transaksi, sehingga pemungut pajak dapat
mengetahui secara langsung ketika wajib pajak mengurangi pajaknya (Allingham & Sandmo, 1972).
Sistem Withholding Tax membuat BUMN menjadi pemungut pajak memang memudahkan pemerintah
untuk mengumpulkan pajak, akan tetapi sistem tersebut menimbulkan biaya kepatuhan (cost of
compliance) yang tinggi bagi BUMN (Moore, 2014; Ompusunggu, 2010). Akan tetapi sistem
Withholding Tax yang digunakan oleh Indonesia untuk memungut pajak, BUMN sebagai pemungut
pajak mendapat permasalahan penghitungan biaya penarikan pajak, ketidakjelasan kewajiban pajak
terhutang, atau kelebihan pajak yang tidak dapat didapatkan kembali ketika proses pengajuan refund
(Gandhi & Kuehlwein, 2016), dan beberapa permasalahan lain. Pertama, BUMN tidak memperoleh
imbalan apapun dari pemerintah, akan tetapi pemerintah akan menjatuhkan sanksi pada BUMN ketika
mereka gagal melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak (Pache & Santos, 2013). Sanksi yang
diterima oleh BUMN adalah berupa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen)
dari pihak pajak yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut dan yang tidak atau kurang disetorkan
(Rahayu, 2013). Kedua, biaya yang harus dikeluarkan BUMN untuk mendapatkan pajak dari wajib
pajak. BUMN harus untuk mengeluarkan biaya tambahan yang muncul ketika proses pemungutan
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pajak, misalnya biaya kepatuhan atau biaya administrasi lainnya (Rosdiana et al., 2011; Vossler &

McKee, 2017). Biaya yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut dapat menyebabkan hilangnya potensi

tambahan penerimaan PPh Badan, PPN dan PPh Pasal 21. Sebagai contoh, jika pemerintah tidak

menjadikan active income atau business income sebagai withholding tax, maka pelaku usaha dapat

menggunakan arus kas (cashflow) tersebut untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketiga,

muculnya imbas dari lebih bayar yang diakibatkan dari penunjukkan BUMN sebagai pemungut pajak

(Simader, 2010). Ketika BUMN mengalami lebih bayar PPN, maka lebih bayar tersebut dapat
berdampak terhadap penurunan pendapatan BUMN (Sukaesti, 2015).

BUMN resmi menjadi Pemungut PPN dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan
PMK Nomor 85/PMK./2012 yang menjabarkan bahwa BUMN menanggung administrative cost dari
Withholding Tax System yang diterapkan dalam PPN. Secara resmi, BUMN harus mengeluarkan biaya
kepatuhan dalam mengadministrasikan kewajiban perpajakan pihak lain (Wajib Pajak). PT. Hutama
Karya (Persero) adalah perusahaan dalam bidang jasa konstruksi yang menangani proyek- proyek dari
pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah, apabila PT. Hutama Karya (Persero) menangani
proyek pemerintah, maka PT. Hutama Karya (Persero) bertransaksi dengan Bendaharawan Pemerintah
yang bertugas sebagai Pemungut PPN (Withholder). Ketika PT. Hutama Karya (Persero) menyerakan
pajaknya bendaharawan pemerintah, hal tersebut dapat menyebabkan PT. Hutama Karya (Persero)
mengalami lebih bayar. Berdasarkan uraian diatas kelebihan pembayaran pajak dapat menyebabkan
permasalahan, timbulnya biaya kepatuhan khususnya dalam meminta pengembalian kelebihan pajak.
Kedua, menganggu arus kas Wajib Pajak. Ketiga, terdapat opportunity cost dari proses pengembalian
kelebihan pajak. Keempat, pemerintah harus melakukan proses pemeriksaaan pengembalian kelebihan
pajak yang mana menyita waktu dan tenaga pegawai pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menganggap kebijakan yang berlaku belum adil bagi
BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi. Wajib Pajak mengalami permasahalan diatas
mengindikasikan bahwa kebijakan yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia masih belum sesuai
dengan asas pemungutan pajak yaitu asas efficiency bagi Wajib Pajak karena Wajib Pajak masih harus
mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan
keterangan yang sudah dipaparkan, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui permasalahan yang
terdapat dalam pemungutan PPN di BUMN bidang jasa konstruksi, dan dampak kebijakan pemungutan
PPN terhadap arus kas BUMN. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan
dan dampak dari kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah terhadap kondisi BUMN bidang
jasa konstruksi, dengan demikian bisa dilakukan kajian kembali atau evaluasi atas kebijakan yang sudah
diterapkan tersebut, sehingga diharapkan tidak ada permasalahan yang muncul kembali.

METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma intepretif, karena bertujuan untuk
mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pemungutan PPN di BUMN bidang jasa konstruksi, dan
dampak kebijakan pemungutan PPN terhadap arus kas BUMN. Pendekatan kualitatif digunakan untuk
mendalami suatu fenomena dengan lebih dalam dan akan ditafsirkan dan dijelaskan secara lebih detil
dan jelas, karena peneliti menempatkan dirinya langsung masuk kedalam lingkungan dimana fenomena
yang diteliti tersebut terjadi (Cresswell, 2013). Paradigma interpretif diinformasikan dengan penekanan
untuk memahami dunia apa adanya, untuk memahami dasar alam dunia ilmu sosial pada level
pengalaman subjektif. Paradigma intpretif bertujuan untuk menjelaskan stabilitas perilaku dari sudut
pandang individu yaitu dari sudut pandang periset (Burell & Morgan, 1979).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mempelajari permasalahan apa saja
yang dapat muncul dalam pemungutan PPN di BUMN bidang jasa konstruksi, dalam hal ini adalah PT.
Hutama Karya (Persero). Studi kasus digunakan dengan tujuan mencari tahu dampak kebijakan
pemungutan PPN terhadap arus kas PT. Hutama Karya (Persero). Riset studi kasus adalah sebuah studi
yang mencakup tentang pembahasan suatu kasus dalam kehidupan yang nyata, dalam konteks atau
setting kontemporer (Yin, 2009), Sedangkan peneliti akan menggunakan wawancara kepada bagian
pajak dan pihak AR PT. Hutama Karya (Persero) selaku pelaksana kebijakan.

HASIL
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Jasa konstruksi sedang menjadi primadona dalam era pemerintahan presiden Indonesia saat ini.
Banyak proyek — proyek bermunculan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta
mengembangkan perekonomian (Jamaluddin et al., 2019). Perusahaan BUMN menjadi salah satu
kontraktor yang ikut menjalankan proyek—proyek tersebut. PT. Hutama Karya (Persero) selaku turut
andil dalam mengerjakan proyek—poyek yang digelontorkan oleh pemerintah dan juga pihak swasta.
PT. Hutama Karya (Persero) yang juga merupakan Wajib Pajak dari KPP Besar Empat di Jakarta
memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.
37/PMK. 03/2015. Latar belakang kebijakan pemungutan PPN di BUMN adalah untuk menyelamatkan
PPN dari lawan transaksi BUMN yang tidak menyetorkan PPN ketika bertransaksi dengan BUMN dan
untuk kemudahan administrasi bagi rekanan BUMN misalnya untuk menghitung besaran PPN terutang
lalu juga untuk mempercepat penerimaan negara. Kewajiban perusahaan untuk melakukan pemungutan
menyebabkan perusahaan harus membayar utuh seluruh PPN yang dipungut terlebih dahulu kepada
Negara sebelumnya melaporkan dalam laporan pajak bulanan sehingga berimbas menjadi Cash Out
rutin yang harus perusahaan keluarkan setiap bulan.

Ruang lingkup pekerjaan BUMN yang sangat luas hingga di seluruh Indonesia menjadikan
kewajiban pemungutan ini dapat menjadi permasalahan perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam
menanggapi kewajiban memungut PPN, PT. Hutama Karya (Persero) melakukan centralisasi
pembayaran PPN dikantor pusat yang berada di Jakarta. Topografi Indonesia yang berbentuk kepulauan
serta belum meratanya pembangunan di Indonesia menjadi suatu permasalahan bagi perusahaan.
Permasalahan pertama yang muncul ketika kebijakan Withholding Tax System diterapkan adalah, tidak
ada penjelasan yang merinci hak dari BUMN pemungut PPN.

“Kalau yang selama ini kita kita pelajarin kita dalam PMK 85 tahun 2012 bahwa
pengukuhan BUMN sebagai pemungut disitu hanya diatur kewajiban saja sih yakan atas
hak-haknya kan sih tidak diatur disitu. ya Kewajiban disitu yang diatur kewajiban harus
memungut PPN atas transaksi yang kedua kewajiban atas penyetoran. Yang ketiga
kewajiban atas pelaporan pemungutan tersebut. Jadi hak-haknya itu tidak diatur dalam
PMK tersebut menurut kami yakan.” (Mr. Riono, Kantor Pusat PT. Hutama Karya
Persero).

Pernyataan di atas menjelaskan jika di PMK 85 tahun 2012 hanya diatur mengenai kewajiban
BUMN harus memungut PPN, kewajiban penyetoran, dan yang terakhir kewajiban pelaporan. Namun
tidak menjelaskan mengenai hak bagi pemungut PPN dalan kebijakan pemungutan PPN. Sesuai dengan
PMK 85/PMK.03/2012 isinya hanya mengatur mengenai kewajiban BUMN sebagai contoh kewajiban
memungut dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1. Kewajiban lainnya yaitu BUMN wajib menyetor paling
lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir seperti yang dijelaskan dalam pasal 7
ayat 2 PMK 85/PMK.03/2012. Kewajiban terakhir yang dijelaskan sesuai pernyataan Mr. Riono adalah
melaporkan PPN. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 3 PMK 85/PMK.03/2012.

“Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena
Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara dipungut, disetor, dan dilaporkan
oleh Badan Usaha Milik Negara” (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat 1).

“Badan Usaha Milik Negara wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke
Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir” (PMK 85/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 2)

“Badan Usaha Milik Negara wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nila.i atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan
disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling
lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak” (PMK
85/PMK.03/2012 Pasal 7 ayat 3)
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“Yang ada di PMK itu paling batas waktu penyetoran pelaporan tapi tidak menjelaskan
gimana caranya lapor, gimana caranya setor itu sudah ranahnya peraturan yang lain. hak
dan kewajiban sebenernya pemungut itu kan bagian dari wajib pajak kan hak dan
kewajiban wajib pajak ada di undang-undang KUP.” (Mr. Edo, Kantor Direktorat

Jendral Pajak Pusat)

Hasil wawancara di atas dengan Mr.Edo menjelaskan bahwa dalam PMK mengatur mengenai
kewajiban pemungut PPN seperti batas akhir setor, dan juga ada kewajiban lain yaitu pelaporan tetapi
tidak menjelaskan mengenai bagaimana cara lapor karena menurut Mr. Edo sudah bukan ranah dari
PMK tersebut. Banyaknya peraturan yang merinci secara gamblang kewajiban dari BUMN sebagai
pemungut pajak, namun tidak diimbangi dengan penjelasan yang cukup akan hak yang didapatkan oleh
BUMN membuat BUMN harus dibebani dengan tugas lebih atau harus mengeluarkan biaya lebih.
Ketimpangan dari hak dan kewajiban BUMN dapat menambah permasalaha keuangan untuk BUMN,
karena mengeluarkan biaya yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali bagi perusahaan.

“sanksinya pun juga akan membebankan operasional perusahaan. karna kan
keterlambatan atas penyetoran pemungutan PPN ini adalah sanksinya 2% perbulannya
kan gitu.” (Mr. Riono, Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero).

Lantas dari pernyataan narasumber di atas memang seharusnya BUMN menjalankan kewajiban
sesuai dengan aturan yang berlaku karena nantinya akan terlihat jika BUMN tidak melaksanakan
kewajibannya yang nantinya akan menimbulkan sanksi dan membebankan operasinal perusahaan.

Permasalahan kedua adalah keterlambatan setor karena faktur pajak yang terlambat sampai ke
kantor pusat, terlambatnya penyetoran yang bisa diakibatkan dari dua sisi yaitu internal perusahaan dan
eksternal perusahaan yaitu lawan transaksi atau Wajib Pajak lain. Selain keterlambatan pembayaran
yang disebabkan faktur terlambat sampai di kantor pusat, terdapat pula faktur yang tertinggal
dilapangan serta vendor yang semula terdapat kekeliruan namun karena kurangnya komunikasi hingga
akhirnya faktur tertimbun dan menjadi denda pajak di tahun — tahun berikutnya.

“Permasalahannya paling telat setor aja sih mas”. “Memang untuk Wajib Pajak Besar
pelaporannya tersentralisasi, untuk memudahkan proses pengawasan.” (Mrs. Nelly, KPP
Wajib Pajak Besar Empat)

Sementara Mr. Riono menjelaskan mengenai permasalahan yang dialami oleh PT. Hutama Karya
(Persero) adalah sebagai berikut:

“menurut kami permasalahan ya ada karna gini BUMN disini kan dalam hal pelaporan

PPN-nya SPT PPN-nya adalah tersentralisasi jadi PPN dilaporkan di KPP BUMN

sedangkan BUMN itu sendirri daerah operasinya adalah nusantara. Karna gini ada nih

transkasi ada di daerah lain faktur tidak nyampe ke kita dan kita tidak tau faktur tersebut
sehingga kita tidak menyetorkan atas pemungutan PPN tadi karna kita tidak menerima
faktur pajaknya, tidak sampe ke Jakarta sehingga yang terjadi adalah himbauan dari KPP

baru terjadi tahun berikutnya atau dua tahun berikutnya.” (Mr. Riono, Kantor Pusat PT.

Hutama Karya Persero).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa PT. Hutama Karya (Persero) mengalami kesulitan dalam
hal penyetoran karena adanya sistem pembayaran tersentralisasi, permasalahan yang terjadi yaitu
keterlambatan setor karena faktur pajak yang terlambat sampai ke kantor pusat yang berada di Jakarta
sedangkan daerah operasi PT. Hutama Karya (Persero) mencakup seluruh Indonesia. Mr. Riono
menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya karena faktor internal melainkan ada juga
faktor lain yaitu lawan transaksi menerbitkan faktur tetapi tidak menyerahkan faktur pajak sehingga PT.
Hutama Karya (Persero) tidak mengetahui bahwa ada faktur pajak yang belum disetor, lalu ada juga
Wajib Pajak yang salah mencantumkan NPWP perusahaan sehingga muncul Pajak Keluaran tetapi
sebenarnya tidak pernah ada transaksi.
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“Hanya itu saja sih yang sementara ini yang yang undah kita Solusinya berdasarkan

keterangan Mr. Riono adalah bekerja sama dengan AR PT. Hutama Karya (Persero) untuk

menghimbau atas konfirmasi dari KPP lawan transaksi sehingga dapat lebih cepat tahu

jika ada faktur pajak yang belum disetorkan sehingga dapat menyetorkan lebih awal dan

mengejar permintaan faktur pajak jika faktur pajak belum sampai ke PT. Hutama Karya

(Persero). Selanjutnya mengenai forum diskusi atau sarana diskusi yang diberikan dari

DJP atau BKF terkait untuk membahas solusi dari permasalahan yang mungkin timbul

dari kebijakan pemungutan PPN di BUMN khususnya bidang jasa konstruksi.” (Mr.

Riono, Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero).

“Kalo kami di pemerintah selalu terbuka. Dalam arti kalo ada pengusaha yang misalnya

punya keluhan atau komplain ya kita terbuka.” (Mr. Ami, Kantor Badan Kebijakan

Fiskal)

Mr. Ami mejelaskan bawa BKF selalu terbuka untuk Wajib Pajak yang memiliki keluhan atau
komplain, jika Wajib Pajak termasuk juga BUMN menyurati BKF, Wajib Pajak tersebut akan diundang
untuk membahas permasalahannya karena jika tidak ada komplain pihak BKF tidak mengetahui
permalasahaan yang ada pada pelaksanaan dan menganggap baik-baik saja. Mr. Ami juga menmbahkan
ketika dilakukan evaluasi akan mengundang stakeholder terkait untuk membahas permasalahan yang
ada.

Permasalahan kedua yang timbul sebagai imbas dari pemungutan PPN adalah, BUMN
mengalami dalam arus kas atas kebijakan pemungutan PPN. Umumnya nominal PPN yang disetorkan
ke Negara setiap bulannya merupakan selisih antara PPN Pajak Keluaran atas kegiatan penjualan
dikurangi PPN Pajak Masukan atas kegiatan pembelian, namun untuk BUMN Konstruksi yang
memiliki kewajiban Pemungut PPN mengalami kondisi yang agak berbeda. Proyek — proyek dengan
pemerintah selaku pemilik proyek acapkali dikerjakan oleh perusahaan jasa kontruksi BUMN. Hal
tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan dengan menggunakan bantuan dari perusahaan
BUMN serta mempertahankan penerimaan Negara. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak.
Pemerintah selaku owner dari proyek yang dikerjakan PT. Hutama Karya (Persero) memiliki hak untuk
melakukan pemungutan PPN atas kegiatan jasa konstruksi PT. Hutama Karya (Persero) untuk
disetorkan langsung kepada Negara sehingga terjadi kondisi lebih bayar pajak dalam laporan SPT PPN
PT. Hutama Karya (Persero). Lebih bayar terjadi karena Pajak Masukan yang lebih besar dengan Pajak
Keluaran yang dipungut sendiri sementara Pajak Keluaran yang dipungut tidak ikut dibandingkan
dengan Pajak Masukan. Sedangkan Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN tidak
dibandingkan dengan Pajak Masukan karena pajak tersebut sudah langsung dipungut dan disetorkan ke
kas negara jadi tidak ada lagi mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran — Pajak Masukan. Saldo PPN
lebih bayar yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak dapat ditarik kembali melalui proses restitusi
pajak.

“kalo haknya sebenernya kan haknya aa restitusi ya kalo bagi kita bagi Wajib Pajak
maupun pemungut sama sih haknya restitusi tadi.. Didapatkan tapi dengan proses yang
agak.. agak.. alot ya agak lama lah seperti itu” (Mr. Riono. Kantor Pusat PT. Hutama
Karya Persero).

“Kalo dari sisi hak-haknya ya karna terkait kebijakan WAPU ini wajib pungut ini ya hak-
hak mereka adalah ketika lebih bayar itu gitu, ketika lebih bayar ya normalnya PPN itu
kalo kita normalnya kan gak terjadi lebih bayar namanya perusahaan namanya pengusaha
berusaha pengennya profit dong ketika cari profit ya pasti yang dijual itu lebih besar dari
HPPNya kan gitu sehingga apanamanya PK’nya pasti lebih besar selisinnya adalah
kurang bayar PPN disetorkan ke negara kalo ini kan PK’nya kan menjadi nol sehingga
lebih bayar. Nah ketika terjadi lebih bayar itu mereka tantangannya adalah proses restitusi
dari temen-temen DJP kalo yang kami lihat memang temen-temen BUMN ini memang bisa
mendapatkan restitusi dipercepat karna dari sisi risiko saya rasa sudah rendah” (Mr. Ami.
Kantor Badan Kebijakan Fiskal)
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Mr. Ami dari BKF memberikan penjelasan bahwa haknya terdapat ketika lebih bayar dan

menjadi tantangan dari DJP untuk membuat proses restitusi dapat dipercepat. Secara bahasa, restitusi

memiliki arti ganti rugi, membayar kembali, atau penyerahan kembali pembayaran yang masih tersisa.

Dengan demikian, restitusi pajak merupakan proses penarikan kembali saldo pajak lebih bayar milik

wajib pajak yang harus melalui tahap pemeriksaan terlebih dahulu. Kenyataan yang sangat kontras

terjadi di lapangan saat restitusi pajak memiliki proses yang cukup lama dengan rentang waktu

maksimal 12 bulan setelah tanggal pengajuan restitusi. Hal demikian menimbulkan kesenjangan hak

dan kewajiban BUMN sebagai pemungut pajak yang dituntut untuk harus tepat waktu dan membayar

pajak dengan jumlah yang sesuai, karena apabila terjadi lebih bayar pajak oleh BUMN, maka jangka
waktu restitusi pajak yang panjang dapat mempengaruhi arus kas dari perusahaan.

“Ya resikonya dampak dari proses restitusi yang lama, terkait proses restitusi lama, arus
kasnya terganggu ya ya faktor produksi dia butuh uang butuh pinjaman atau melakukan
pinjaman ke bank ada beban bunganya.” (Mr. Ami. Kantor Badan Kebijakan Fiskal)

Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN harus membayarkan PPN atas kegiatan
pembelian setiap bulan sedangkan proses restitusi yang lama dapat mempengaruhi kondisi keuangan
perusahaan secara tidak langsung. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produksi
perusahaan harus disisihkan terlebih dahulu untuk pembayaran PPN yang dipungut setiapnya bulannya,
disinilah diperlukan adanya manajemen kas serta perencanaan pajak untuk mencegah arus kas
perusahaan bermasalah. Manajemen Kas yang dilakukan oleh perusahaan dengan meminimalisir
pembayaran secara tunai atau reguler kepada pihak rekanan bisnis dan lebih mengoptimalkan
penggunaan fasilitas pendanaan melalui kerja sama dengan Bank. Fasilitas pendanaan dengan pihak
bank dapat memberikan jangka waktu kepada perusahaan sehingga dana kas yang tersedia dapat
dioptimalkan untuk kegiatan produksi lainnya, tenor bunga yang terbit dari fasilitas pendanaan bank
dapat dicover pada saat jatuh tempo bank telah tiba dengan menggunakan dana dari proses restitusi
yang telah cair.

Buntut permasalahan restitusi pajak tidak hanya memerlukan jangka waktu yang lama dalam
prosesnya, namun juga memiliki risiko bagi perusahaan, yakni denda kenaikan 100% atas koreksi pajak
yang ditemukan pada saat pemeriksaan. Koreksi pajak dapat muncul atas lawan transaksi yang tidak
melaporan faktur pajak sebagaimana mestinya serta terdapat teknis dalam administrasi faktur pajak
yang tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan persepsi pemeriksa. Perencanaan pajak perlu
diterapkan diperusahaan dari awal proses penerbitan faktur pajak. Perencanaan pajak dimulai dengan
memeriksa berkas — berkas pendukung faktur pajak, apakah berkas tersebut telah layak buku dan layak
bayar dari segi akuntansi dan perpajakan. Pengecekan berkas pendukung dilanjutkan dengan uji arus
barang dan arus pembayaran, alur masuk barang hingga proses pembayaran harus sesuai dengan
perencanaan yang tidak menyalahi peraturan perpajakan. Penutupan dari perencanaan pajak adalah
penentuan masa akan diajukannya restitusi pajak agar dapat memperhitungkan estimasi waktu cair dana
restisusi sehingga tidak mempengaruhi arus kas perusahaan.

Permasalahan ketiga adalah denda pajak yang timbul sebagai imbas dari faktur yang terlambat
dibayar dan dilaporkan muncul selama berulang — ulang dalam periode tahun pajak sehingga menjadi
denda dan memberikan kerugian perusahaan.

“2 % kali terhadap PPN-nya jadi sekian persen keterlambatan penyetorannya kalo misal
tidak setorkan berarti kan pokok PPN-nya plus sampe dengan sekarang nih aa berapa
bulan nih maksimal 48, 24 bulan 48% lah kan gitu maksimal” (Mr. Riono. 12 April 2018,
16.00 WIB - 18.00 WIB. Kantor Pusat PT. Hutama Karya Persero).

Kerugian yang timbul hanya karena administrasi pemungut PPN menjadi permasalahan hampir
di seluruh perusahaan BUMN. Denda pajak yang terbit akan mengurangi nilai pencairan restitusi pajak
serta menghambat terbitnya Surat Keterangan Fiskal yang menjadi kewajiban BUMN untuk dilaporkan
setiap bulannya. Langkah yang dapat diambil perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini
dengan melakukan pendekatan secara intensif dengan Account Representative (AR) KPP Besar Empat
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yang menangani PT. Hutama Karya (Persero) serta meminta pihak AR dapat memberikan konfirmasi

faktur pelaporan PT. Hutama (Persero). Konfirmasi faktur memiliki tujuan agar perusahaan dapat

melakukan crossing antara Faktur Pajak Masukan yang telah diakui PT. Hutama Karya (Persero)

dengan Faktur Pajak Keluaran yang di akui perusahaan lain yang telah bertransaksi dengan PT. Hutama

Karya (Persero). Konfirmasi faktur akan memberikan data vendor — vendor mana saja yang belum

melaporkan faktur pajaknya serta apakah terdapat faktur yang belum diterima PT. Hutama Karya

(Persero) sehingga perusahaan dapat meminimalisasi denda pajak yang akan terbit nantinya.

PEMBAHASAN

Telah diketahui secara luas bahwa bumn merupakan perusahaan super power yang memiliki
kekuatan finansial dan politis, karena campur tangan pemerintah sebagai pembuat aturan dan
perusahaan sebagai penyelenggara aturan (Fossetol et al., 2015). Bumn disebut perusahaan hybrid
karena memiliki kewajiban ganda untuk memberikan kontribusi finansial dan non finansial kepada
negara yang didukung oleh kekuatan politik dan finansial (Fossetol et al., 2015; Gulbrandsen et al.,
2015). Akan tetapi keberadaan pengaruh kepentingan yang beragam, logika, fokus pada tujuan negara,
tidak membuat bumn menjadi perusahaan dengan struktur ganda, dan kepribadian ganda (Grossi &
Thomasson, 2015). Piracha & Moore (2016); Prichard & van den Boogaard (2017); Twijnstra et al.
(2014) beranggapan bahwa bumn sebagai pemungut pajak bisa menolak kewajiban yang tertulis dalam
undang-undang negara, akan tetapi konsekuensi moral yang harus ditanggung oleh bumn terlalu besar
sehingga membuat BUMN hanya bisa mengikuti perintah Kementrian Keuangan.

Terdapat tiga permasalahan yang sangat jelas terlihat pada sistem perpajakan yang diterapkan
oleh pemerintah Indonesia terhadap BUMN. Pertama adalah tidak ada kejelasan hak atau insentif yang
didapatkan oleh BUMN ketika diharuskan untuk memungut dan melaporkan PPN. Bila dikaji dengan
prinsip keadilan (fairness), maka pembagian kewajiban dan hak dalam peraturan perpajakan di
Indonesia masih jauh dari kata adil.

BUMN sebagai pemungut pajak terlalu dibebani dengan kewajiban yang banyak ditambah
dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau melakukan kesalahan dalam
melakukan kewajibannya, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hak setimpal dengan pengorbanan
yang telah mereka keluarkan. BUMN sebagai pemungut pajak harus mengeluarkan biaya lebih untuk
memungut pajak dari wajib pajak, antara lain adalah penambahan biaya gaji untuk membayar karyawan
yang memungut pajak WP, beban berkurangnya kas perusahaan ketika terdapat lebih bayar pajak, biaya
konsultan pajak dan pengacara yang harus dikeluarkan ketika untuk proses restitusi pajak, dan waktu
yang harus dihabiskan dalam proses pemungutan hingga pelaporan pajak. Kewajiban bumn sebagai
pemungut pajak membuat potensi keuntungan finansial bumn menurun karena harus memenuhi peran
yang diberikan oleh pemerintah (Alexius & Cisneros Ornberg, 2015).

Tidak perhatiannya negara dengan tidak memberikan insentif kepada BUMN ketika mereka
ditunjuk sebagai pemungut pajak PPN membuat efektifitas dari sistem Withholding Tax menurun,
ditambah dengan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh PT. Hutama Karya (Persero) untuk
melaksanakan perintah pemerintah (Kleven et al., 2011). Biaya kepatuhan dapat muncul ketika PT.
Hutama Karya (Persero) harus menghitung pajak tertagih yang harus dibayarkan wajib pajak,
memeriksa dokumen kelengkapan, atau pencatatan yang tidak sesuai (Vossler et al., 2021).

Permasalahan kedua adalah, proses restitusi atau pengembalian atas lebih bayar PPN yang
memakan waktu lama. Proses restitusi yang memakan waktu hingga 12 bulan dapat memberatkan
kondisi keuangan dari BUMN sebagai pemungut pajak. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya
anggaran yang sudah dikelompokkan dan direncanakan pada tahun sebelumnya harus berkurang karena
BUMN mengalami lebih bayar pajak. Proses restitusi yang lama tersebut membuat BUMN cenderung
membuat BUMN memutuskan untuk mengambil pinjaman dari pihak lain terlebih dahulu, sehingga
mereka dapat melanjutkan kegiatan usaha tanpa harus menunggu pengembalian lebih bayar pajak dari
pemerintah.

Permasalahan ketiga adalah denda pajak yang timbul ketika BUMN terlambat menyetorkan PPN
kepada negara. denda pajak tersebut dianggap menjadi beban lebih bagi BUMN sebagai pemungut
pajak, karena BUMN sudah harus mengeluarkan sumber daya lebih saat harus mengumpulkan PPN dari
WP dan melaporkannya pada negara. Denda pajak yang dapat timbul ketika telat bayar menjadi
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ancaman yang tidak dMrs.tuhkan BUMN saat memiliki kewajiban tambahan tanpa adanya insentif atau

hak apapun yang didapatkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Withholding Tax System sebagai sistem pemungutan
pajak. PT. Hutama Karya (Persero) yang ditunjuk sebagai salah satu BUMN yang melakukan
pemungutan PPN memiliki dampak baik dan permasalahan dari kebijakan tersebut. Dampak baik yang
timbul dari kebijakan tersebut adalah ketertiban pelaporan pajak vendor karena PPN yang disetorkan
pemungut dapat mempermudah perusahaan dalam proses restitusi pajak, proses yang cepat dalam
penyerapan pendapatan negara, dan proses yang cepat dalam mengamankan potensi pajak wajib pajak.
Seperti mata pisau yang saling berpasangan, kebijakan pemungutan juga dapat menimbulkan
permasalahan bagi BUMN sebagai pemungut pajak. Permasalahan tersebut adalah, ketimpangan hak
dan kewajiban yang didapatkan BUMN, proses restitusi yang memakan waktu lama, dan potensi denda
yang timbul sebagai akibat dari faktur pajak yang terlambat diterima dan disetorkan sehingga
merugikan perusahaan.

Dapat dikatakan bahwa permasalahan yang timbul ketika kebijakan yang menetapkan BUMN
sebagai pemungut PPN diterapkan muncul karena ketimpangan hak dan kewajiban BUMN yang tidak
dijelaskan dengan jelas oleh pemerintah. BUMN dianggap memiliki terlalu banyak kewajiban dan tidak
mendapatkan hak yang pantas dalam kebijakan tersebut. Ketimpangan hak dan kewajiban itulah yang
menjadikan stigma bahwa BUMN hanya menjadi sapi perah pemerintah tersebar dan bertahan hingga
saat ini. Ketika BUMN diharapkan dapat menerapkan perencanaan pajak dengan sangat baik dan
melakukan arsiping dokumen yang baik untuk dapat mempermudah proses restitusi pajak kedepannya,
maka diharapkan pemerintah serta Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan keringanan kewajiban
kepada perusahaan BUMN Bidang Jasa Konstruksi untuk dapat menggunakan pengembalian pajak
pendahuluan tanpa adanya batas nominal pengajuan dikarenakan PPN Pajak Keluaran yang telah
dipungut secara langsung oleh pemerintah.
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